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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 

Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Otopianus P. Tebai dan Angkian Goo (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 Nomor Urut 3).

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

	Pihak Terkait
	:
	Yudas Tebai dan Yuliten Anouw 

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 Nomor Urut 2).

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 5 Februari  2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya mempersoalkan pengalihan suara yang dilakukan Termohon pada Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia yang semuanya berkaitan dengan adanya duggan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.


Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari  Senin tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pengalihan suara yang dilakukan Termohon pada Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan pengalihan suara yang dilakukan Termohon pada Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia yang semuanya berkaitan dengan adanya duggan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Dogiyai dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Berkenaan dengan dalil Pemohon  bahwa Termohon tidak mengikuti hasil kesepakatan Kepala Suku pada 5 distrik yaitu Distrik Sukikai Selatan, Distrik Piyaiye, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, dan Distrik Mapia.  Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon a quo, sebaliknya Termohon berpegang teguh pada prinsip pelaksanaan Pilkada agar tidak mengubah hasil suara, khususnya Keputusan KPU 1774/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang melarang Termohon mengubah hasil Pemilihan di TPS. Menurut Termohon, Keputusan KPU 1774/2024 melarang Termohon mengubah hasil pemilihan di TPS atau kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dapat mengubah perolehan hasil suara apabila diakomodir karena berlaku dengan syarat, yakni mengatur bahwa masyarakat 5 (lima) distrik akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat jika salah satu pasangan calon dimaksud mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai. Di samping itu, Termohon menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kesatuan Kesbangpol Kabupaten Dogiyai Nomor: 370104/KESBANGPOL Kabupaten Dogiyai, tertanggal 16 Januari 2025, Organisasi Masyarakat SIMAPITOWA tidak tercatat pada Kantor Kesatuan Kesbangpol Kabupaten Dogiyai. Selanjutnya, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya Organisasi Masyarakat SIMAPITOWA tidak mewakili suara dari 5 (lima) Distrik dan tidak terdaftar di KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan surat dari Dewan Adat Tota Mapia yang pada pokoknya menegaskan kewenangan penuh pengaturan suara berada di masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuda di masing-masing kampung dan distrik dan masyarakat di 5 distrik tidak pernah mengadakan pertemuan atau musyawarah bersama lintas distrik atau kampung. Selama pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus baik lisan maupun tertulis. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Dogiyai menerangkan yang pada pokoknya selama proses pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik dan Kabupaten, dan tidak terdapat keberatan. 

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, ketentuan pemungutan suara yang menggunakan sistem noken sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU 1774/2024 [vide hlm. 62 Keputusan KPU 1774/2024] yang menyatakan, “PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS.” Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Termohon pada pokoknya dilarang melakukan perubahan hasil pemilihan di tingkat TPS sampai dengan jenjang berikutnya. Berkenaan dengan adanya surat bertanggal 27 November 2024 berkaitan dengan kesepakatan bersama dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut mendapatkan suara tertinggi, terhadap hal tersebut Mahkamah menilai bahwa kesepakatan yang dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara meskipun pada hari pemungutan suara in casu tanggal 27 November 2024 tidak dapat dibenarkan sehingga dalam batas penalaran yang wajar kesepakatan demikian adalah jelas mencederai kemurnian suara pemilih dengan menggunakan sistem noken. Jikalaupun hal tersebut dapat dibenarkan, demi untuk menjaga kemurnian suara pemilih yang dituangkan dalam bentuk noken tetap harus yang dijadikan dasar dari perolehan suara para pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
2. Berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan koordinasi dengan 5 saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah mengundang seluruh pasangan calon dan dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon. Akan tetapi, masing-masing saksi pasangan calon tersebut telah meninggalkan tempat tanpa menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Distrik. Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya. Kemudian, Pihak Terkait tidak memberikan keterangan dan tidak mengajukan alat bukti. Bawaslu Kabupaten Dogiyai menyampaikan bahwa tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai berkenaan dengan persoalan tidak adanya koordinasi Termohon dengan 5 (lima) saksi dari pasangan calon lainnya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga dalil Pemohon a quo tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

3. Berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya intimidasi dan tekanan kepada masyarakat untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait, Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak pernah ada intimidasi maupun intervensi dalam bentuk atau dengan cara apapun terhadap Termohon untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait. Terlebih, Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana bentuk intimidasi yang dimaksud, kapan, dengan cara apa dan dimana serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon. Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya. Sedangkan Pihak Terkait menerangkan dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Sebaliknya, Pemohon meminta suara yang telah dicoblos di TPS di kampung-kampung diubah berdasarkan Surat Kesepakatan Simapitowa/Tota Mapiha. Bawaslu Kabupaten Dogiyai menerangkan yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pada tingkat distrik yang dipermasalahkan Pemohon yaitu Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye dan Sukikai Selatan dan tidak terdapat keberatan. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai berkenaan dengan persoalan intimidasi dimaksud, sehingga dalil Pemohon a quo tidak meyakinkan Mahkamah sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Dogiyai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. 

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Dogiyai adalah 116.333 (seratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2% x 96.080 = 1.922 suara. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 41.900 suara – 9.618 suara = 32.282 suara (33,60%) atau lebih dari 1.922 suara.


Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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